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Nomor PO(3/HK 04.01/K.SN/02/2024 Makassar, Februan 2024
Sifat : Segera

Lampiran -

Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
pada Perayaan Tahun Baru Imlek pada Masa Tenang

Yth.

1. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

2. Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

3. Calon Tetap Anggotia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan

4. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2023
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

8 Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

10 Keputusan Bersama Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negera, Kelua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022,
Nomor 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor. 1447.1/ PM.01/ K 1/ 09/2002
tentang Pembinaan dan Pengawasan Nelraltas Pegawai Aparalur Sipil Negara dalam
Penyelenggaraan Pemiihan Umum dan Pemilthan

11 Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peseita Perniihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
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12, Keputuasan Komist Pomilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon
Tetap Angaota Dowan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar
salon Telap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi
Seolatan,

1. Keputusan Komial Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Koputusan Komisi Pamilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pomilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Porwakilan Rokyat Daerah dan Partal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dowan Parwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun
2024,

14, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4321/PL.01,4-
PU/73/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam
Pomilihan Umum Tahun 2024,

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Perayaan Tahun Baru
Imlok, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesl Selatan
meonyampaikan hal-hal sebagal berikut:

1. Peraturan mengenal tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

(a) Pasal 97 huruf (a),angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. pelanggaran Pemilu, dan
2. sengketa proses Pemilu;

(b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan
penceqahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik vang; dan

b. senghketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan
Umum:

Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanyo Pemilihan Umum, sobagai berikut:

0) Perdemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye
kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal
awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Han Sabtu, 10
Februar 2024

b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan
Media Danng, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januan 2024 dan jadwal
nkhir pada Hari Sabtu, 10 Februarl 2024

¢)  Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februan 2024 dan jadwal
akhir pada Harl Selasa, 13 Februar 2024
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3 Peraturan mengonai Masa Tenang'

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tontang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal
sabagal berikut:

Pasal 1 angka (36), yang barbunyi:

36, Masa Tenang odalah masa yang lidak dapat digunakan untuk melokukan
aktivitas Kampanye Penilu.

Pasal 276, yang berbunyi:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf o, huruf h, dan huruf @ dilaksanakan
sofak 25 (dua pulub lima) hari sotelah ditetapkon daftar calon totap anggota
DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaternvkota
untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggola DPRD serta

diloksanakan sejak
15 (lima belas) hari sclelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemiu Presiden

dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan
huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berokhir sampai
dengan dimulainya Masa Tenang

Pasal 278, yang berbunyi:

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berfangsung solama 3
(tiga) hari sebelum hari pomungutan suara
(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana,
pesorla, dan/atau tim Kampanyo Pemilu Presidon dan Wakil Presiden dilarang
menjanjikan atau membarikan imbalan kepada Pemilih untuk:
a. lidak menggunakan hok pilihnya,
b, memih Pasangan Calfon,
c. momilih Partai Politik Pesorta Penilu tortentu; memilih calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRO kabupaten /ota terfontu, dan/atau
d.memiih calon anggota DPD tertentu

Pasal 287 angka (5), yang barbunyi

(5) Modia massa cetak, modia danng, media sosial, dan lembaga penytaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang didarang menyarkan
benta, iklan, rokam jojak Peserta Ponilu, atau bontuk lamnya yang mengarah pada
kepentingan Kampanye Pemulu yang menguntungkan atau morugikan  Peserta
Pomilu

Pasal 449 ayat (2), yang berbuny:

(2) Pongumuman hasi survel atau jagak pendapat tontang Pemdu sebagasrmana
dinaksud pada ayal (1) ddarang didakukan pada Masa Tenang

(b) Pasal 1 angka (29) Peraturan BDadan Pengawas Penilthan Umum  Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pejaturan  Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye
Pemiihan Umum, yang berbuny

29 Masa Tenang adalah masa yang tdak dapal digunakan untuk  melakokan
aktivitus Kampanye Pormvlu
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(c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (29), yang berbunyi:

27. Masa Tenang adalah masa yang lidak dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 27, yang berbunyi:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh
lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD,
anggola DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupatervkola untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15
(lima belas) Han setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan
huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai
dengan dimulainya Masa Tenang.

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung
selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu
dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Pasal 56 angka (4), yang berbunyi:

(4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan
Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk
lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang
mengunltungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

4. Peraturan mengenai Pengawasan terhadap Masa Tenang pada Pemilu Tahun 2024 oleh
Bawaslu:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik iIndonesia Nomor 16 Tahun 2023
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai
berikut:

Pasal 19 ayat (1), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e), yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan cara memastikan:

c. meltode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25
(dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai dengan dimulainya Masa
Tenang untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kola;

d. metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15
(lima belas) Hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan dimulainya
Masa Tenang sampai dengan dimulainya Masa Tenang untuk Pemily Presiden
dan Wakil Presiden, dan

0. molode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf
! dan huruf g daksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hart dan borakhi sampal
dengnn dinutainga Masa Tonang
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Pasal 42, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing melakukan
pengawasan di Masa Tenang.
(2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (liga)
Han sebelum Han pemungutan suara.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan cara
memastikan:
a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
c. Peserta Pemilu melakukan penulupan akun Media Sosial yang telah
didaflarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kola; dan
d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu
dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli
pengawasan Masa Tenang.

5. Peraturan mengenai sanksi dan ketentuan Pidana Pemilu pada tahapan Kampanye
Pemilihan Umum:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal
sebagai berkut:

Pasal 492, yang berbunyi:

Seliap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang
telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk seliap
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509, yang berbunyi:

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu
dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2), yang berbunyi:

2) Seliap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kempanye Pemilu yang dengan sengaja
pada Masa Tenang menjanjikan atau membenkan imbalan uang atau maten lainnya
kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

(b) Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi-

Dalam hal terbukli terjadi perbuatan melanggar kotentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pomulu dikenai sanksi
sesual dengon Undang-Undang yong mengolur mengenal Pemily dan peraturan
pecurdong umndongan lainnya

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawas/@P DipirsiiSuttavesiiS SataScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

&& BAWASLU

Besam BRnAAmAR FES A Y

FROVIM S AWT !H RELATAN

Alamat Jalan AP Pettarani No 00, Kota Makassar, (0222
Telp 0411444014, Fax 0411-444000
L -mail sl sulsol{) bawaslu go kibawoslusulsel pongawasandl) ynhoo co ki

C  Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan
sistom ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian hukum serlta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi
Selatan mongimbau untuk:

1. Memastikan tidak melakukan pembagian angpao yang mengandung dan/atau
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan dalih
keglatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan
lainnya yang mengarah pada Kampanye pada Perayaan Tahun Baru Imlek.

2. Memastikan pelaksana, peserta, dan/alau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak
menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya.

b. memilih Pasangan Calon.

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tertentu, dan/atau

d. memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertentu.

3. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak
melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang dengan dalih kegiatan sosialisasi,
silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang mengarah
pada Kampanye pada Perayaan Tahun Baru Imlek.

4. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak
melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang.

5 Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024
melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi
Sulawesi Selatan.

6. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024
melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga
Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih

\\ ‘H nH/

Tembusan
1 Yth Ketua Bawaslu Rl di Jakanta, sebagai laporan
2 Yih Kelua KPU Provinsi Sulawesi Selatan

3 Arsip
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